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Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban para pihak dalam pengangkutan barang melalui laut, terutama
pada kasus ketidakakuratan pendeklarasian barang berbahaya oleh pengirim, yang menyebabkan kerugian
pada pengangkut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan regulasi mengenai pengangkutan barang
berbahaya melalui laut dan batasan tanggung jawab para pihak berdasarkan hukum Indonesia dan konvensi
internasional yang berlaku, serta menjelaskan pengalihan pertanggungjawaban dari American President
Lines, Ltd. selaku carrier kepada CV Dua Sekawan Sejati selaku shipper/seller/merchant pada kasus
ketidakakuratan pendeklarasian barang berbahaya pada konosemen berdasarkan Putusan Nomor
648/Pdt.G/2021/PN.Sby. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dengan
menyatukan, mengolah, dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi pustaka.
Pokok-pokok pembahasan penelitian ini menekankan pada betapa krusialnya pemberitahuan dan
pendeklarasian barang secara akurat pada konosemen oleh pengirim terhadap realita barang berbahaya yang
dimuat agar pengangkut dapat memberikan penanganan yang sesuai demi meminimalisir risiko yang
mungkin terjadi. Kewajiban pengirim untuk bersikap transparan atas barang yang dimuat diatur secara
eksplisit dalam berbagai konvensi internasional, seperti The Hague Rules, The Hague-Visby Rules, The
Hamburg Rules, dan The Rotterdam Rules. Konvensi-konvens internasional tersebut juga menegaskan
bahwa pertanggungjawaban atas ketidakakuratan deskripsi paket dan barang dibebankan pada pengirim.
Akan tetapi, fakta bahwa pengangkut merupakan pihak yang menerbitkan konosemen membuat pengangkut
dianggap harus bertanggung jawab atas ketidaksesuaian antara realita barang dengan deskripsi pada
konosemen yang diterbitkannya. Maka dari itu, pengalihan pertanggungjawaban terhadap ketidaksesuaian
paket dan barang pada konosemen harus dituliskan secara eksplisit dalam indemnity clauses pada bill of
lading dan bill of lading terms and conditions. Indemnity clauses tersebut memberi kepastian bahwa pihak
yang menyebabkan kerugian akan bertanggung jawab atas segala kerugian, biaya, dan denda yang
disebabkan olehnya.

...... This research examines the liability of partiesinvolved in the carriage of goods by sea, particularly in the
case of misdeclaration of dangerous goods by the shipper, which resultsin losses to the carrier. This
research aims to explain the regulations regarding the carriage of dangerous goods by sea and the limitations
of the parties' liability based on applicable Indonesian law and international conventions, as well asto
explain the transfer of liability from American President Lines, Ltd. asthe carrier to CV Dua Sekawan Sejati
as the shipper/seller/merchant in the case of misdeclaration of dangerous goods on the bill of lading based
on Decision Number 648/Pdt.G/2021/PN.Sby. This research employs a doctrinal research method utilizing
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primary, secondary, and tertiary legal materials through library research. This research highlights the
importance of notification and accurate declaration of dangerous goods on the bill of lading by the shipper
so that the carrier can take appropriate measures to mitigate potential risks. The shipper's obligation to be
transparent is explicitly regulated in various international conventions, such as The Hague Rules, The
Hague-Visby Rules, The Hamburg Rules, and The Rotterdam Rules. These international conventions also
emphasize that liability for inaccurate description of goods isimposed on the shipper. However, the fact that
the bill of lading isissued by the carrier makes the carrier liable for any discrepancy between the actual
goods and the description on the bill of lading issued. Therefore, the transfer of liability for the said
discrepancies must be explicitly written in the form of indemnity clauses on the bill of lading and bill of
lading terms and conditions. These indemnity clauses ensure that the party causing the loss will be liable for
all damages and expenses incurred.



